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PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
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PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMPIREJO,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan' ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan

Mengingat

o P

Pasal 49 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana 'telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan DBupati Tcmanggun:g
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
bahwa Pemerintah. Desa dapat melakukan perubahan
APBDesa  apabila  terjadi  penambahan dan/atau
pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran
berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja; |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturain
Desa Nampirejo tentang Perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42); ;
Undang-Undang: Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7:',
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun



2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914); |

. Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahain
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu'n
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah'diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 teﬁtang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir d'chga.n Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864); !
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonest,a
Tahun 2016 Nomor 1037); !
Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negaif'a
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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12.
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15.

16.

17.
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19.

20.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggé.l
dan Transmigrasi. Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1203); |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemqtongan Penyetoran dan Pembayaran [uran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangun‘ah‘ Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerab
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertmgga.l
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertmgga.l
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petun]u;c
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)“;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108
tahun 2024 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indcmesia Tahu’n
2024 Nomor 1083); °

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47); ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Nomor 182); !

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun = 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung 2025 Nornor 6);

Peraturan Bupat1 Temanggung Nomor S50 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
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a1,

Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor Sﬂ)
sebagaimana  Telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2020 tentang Ketahanan Pangan;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
Peraturan Bupatl Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomdr
12);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Aloka$1
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun.. 2025
Nomor 12);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025
tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum
Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);

Peraturan Bupat1 Temanggung Nomor 40 Tahun 2025
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2025 tentang (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2025 Nomor 40);

Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Pemerintah Desa Nampirejo (Lembaran Desa
Nampirejo Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentaﬁg
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa {Lembaran Desa Nampirejo Tahun 20 1%9
Nomor 1);



32. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024 Nomor 4);

33.Peraturan Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang
'Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024 Nomor 7); ‘

34, Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025 (Lembaran Desa
Nampirejo Tahun 2025 Nomor 2); s

35, Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nampirejo
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 - 2026
(Lembaran Desa Narhpirejo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO
dan
KEPALA DESA NAMPIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NAMPIREJO TENTANG PERUBAHAi\I
KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES‘IA
TAHUN ANGGARAN 2025. '

 Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo ‘T‘ahun
2025 bertambah /berkurang dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

a. semula ' | Rp.  1.318.739.571,- -
b. bertambah/berkurang . ! Rp. 19.376.667,- |
Jumlah Pendapatan Setelah Pembaha.n Rp. 1.338.116.238,- '

2. Belanja Desa

a. semula : Rp. 1.278.543.290,-
b. bertambah/berkurang Rp. 19.559.855,- '
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.298.103.145,-

Surplus/ (Befisit) setelah perubahan (1 - 2) Rp. 40.013.093,-

3. Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan j
a. semula Rp. 159.803.719,- .

b. bertambah/beslcarang Rp. 183.188..-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan  Rp. 159.986.907,- :

3.2 Pengeluaran Pembiayaan -
a. semula ' Rp. 200.000.000,- |



b. bertambah /beslkurang ' Rp. Q,-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan  Rp. 200.000.000,-

Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (3.1 - 3.2) Rp. (40.013.093,-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran . Rp. 0,-
Pasal 2 =

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa imni.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4 |

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahul memermtahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa N ampirejo.

Ditetapkan di Nampirejo
pad@.ma;llg November 2025

Diundangkan di Nampirejo
19 November 2025

LEMBARAN DESA NAMPIREJO TAHUN 2025 NOMOR 6



